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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 1/HK.03.1-
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ABSTRAK : bahwa barang milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Luwu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang 
merupakan beban bagi keuangan Negara; b.bahwa sehubungan dengan hal 
tersebuthuruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, 
perlu di hapuskan dari daftarInventaris; c.bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut 
huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan penjualan Lelang Barang Milik Negara 
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; d.bahwa berdasarkan 
pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang 
Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 
Anggaran 2021. 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 6109; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4212), sebagaimtma telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 
Peraturan Manteri Keuangan Nomor lll/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemindah tanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan danBelanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor976); 

CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 
Agustus 2021 
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